
LEMBARAN DAERAH 
UPATEN DAERAH TiNGKA.T Il ~UKOHARJO 

[(AB NOMOR: 5 TAHON 1996 Seri D No. 5 

RATURAN riAERAll KABUPATEN DAERAH TINGKAT n 
PE SUKOliA.RJO 

NOMOR 11 TAHUN 1995 

TENTANG -

ORGANISASI DAN TATAKERJADINAS PERIKANAN KABUPATEN 
DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO 

DENGAN RAHMAT TUHAN ·YANG MAHA. ESA 
Bl.JPATI KEPALA DAERAH TINGKAT Il SUKOHARJO 

Menimbang :a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan 
pemerintahan clan pelaksanaan pembangunan secara berdaya guna 
clan berhasil guna sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Ne­
geri Nom_or 6 tahun 1994 tentang Pedoman · Organisasi dan Tata­
kerja Dinas Perikanan Daerah maka dipandang perlu mengganti 
Peraturan Daerah Kabupaten ~aerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 
11 !ahun.1981 tentang Susunan Organisasi dan Tatake ·a Dinas 
Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo· IJ 

b. Bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu dit:tapk . d 
Peraturan Daerah . an engan 

Mengingat : 1. Undarig-undang Nomor 13. T 

daerah;daerah Kabupaten daJ ahun 1_950 tentang Pembentuican 
Tengah ; am Lmgkungan Propinsi Jawa 

2. Undan_g-undang Nomor 5 Tahun I - . 

Pemenntahan di Daera1i ( Lembaran ~7 4 tentang pokok-pokok 
egara Republik Ind . . . ones1a 

74 ---
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Tahun 1974 Nomor 3~, tambahan Lembaran Negara R.epubtU( 
Indonesia Nomor 303 7), 

Pemerintah Nomor 34 tahun 1951 tentang Pelaksan 
3 Peraturan . tab Pus aan 
· P erahan Sebagian Urusan Pemenn at Dalam Lapan 

eny . . J T ah gan 
Perikanan Daerah kepada Prop1ns1 awa eng ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia tahun. 1951 Nomor 53 Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123 ); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 !ahun 1988 tentang Koordinasi 
Kegiatan Instansi V ertikal di Daerah (L~mbaran Negara Repu~lik 
Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3373 ); . . . 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penye­
lenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah 
Tingkat II ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3480 ); , 

6. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang 
Pedoman Organsasi Dinas Daerah ; . . 

7 • Keputusan Menteri · dalam Negeri Nomor 97 tahun 1993 tentang 
Pola Organisasi Pemerintah Daerah clan Wilayah· 

8 K · . ' 
. cputusan Men!en _Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1994 tentang 
. Pcdoman Orgarusas1 dan Tatakerja Dinas Perik d rah . 

Dcngan PersetuJuan Dewan Perwakilan Raky t D anan ae ' 
U Sul oluujo a aerah Kabupaten Daerah Tingkat 

MEMUTUSKAN 
~ftnttapkan : PERA TURAN DAERAH v An 

SUK n.tU>llPATEN DAED A l'T 

OHARJo TENT ANG ORGANis 4
~ TINGKA T II 

DINAS PERlKANAN KABlJPATE ASI DAN TATAKERJA 
SlJKOHARJo N DAERAJ.I TINGKA T Il 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pa_saf 1 

dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud d 
D ~Q -

a aerah adalah kabupaten Daerah Tingkat ll S · 
llkoh!l-.! -~Jo; 
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b. pemerin~ Daerah adalah ~emerintah Kabupaten Daerah Tingkat II 
sukoharJO . 

·c. Bupati ~epala Daerah .a~alah Bupati Kepala Daerah Tingkat II 
SukoharJO; · · 

d oewan Perwakil~ R~at ~aerah adalah Dewan Perwakilan. Rakyat 
Daerah Kabupaten Daerah Tmgkat ~ Sukoharjo ; . 

e. Din:as Perikanan adalah Dinas Perikanan Kabupaten Paerah Tingkat II 
Sukobarjo; · · 

f. Kep~a Dinas a~ah Kepala Dinas· Perikanan Kabupaten Daerah 
Tingkat II SukohatJo. . . · . _. . · 

. . . - . 

. BAB II ' 
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI . 

Pasal 2 · 1 •• , 

(1) Dinas . Perikanan merupakan unsur peiaksanaan Pemerintab Daerah di 
bidang Perikanan. 

. . 

(2) Dinas Perikanan dipimpin olel). seorang Kepala Dinas . y_ang berada 
dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah. 

. ' 

Pasal3 
• I 

Dinas Perikanan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan rumah 
tangga Daerah dan tugas Pembantuan yang diberikan oleh Peme- rintah 
dan atau Pemerintah Propinsi daerah 1Jngkat I Jawa Tengah dibidang 
Perikanan. 

. 
• l . 

. 
. - Pasal 4 · 

. 
Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 3 Peraturan 
daerah ini, Dinas Perikanan mempunyai fungsi : · 
a. pembinaan umum berdasarkan pekerjaan yang' ditetapkan ol~h Guber-

nur kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah; 
b. pernbimbingan teknis di bidang perikanan ; . · 
c. · pemberian ijin clan pembinaan usaha sesuai tugasnya ; 
d penyuluhan perikanan ; 
e. pengamanan teknis sesuai dengan tugasnya ; · 
f. pengkajian penerapan teknologi anj~an ditingkat usaha tani ; 
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~ U ·t Pelaksana Teknis Dinas; 
. pengelolahan ru . . . · 

g gurusan Tata usaha Dmas ' · 
h. pen · 

·. uABm · 
ORGAN~ASI 
bagian Pertama . . 

Pola dan Sususnan Org_an1sas1 

PasalS 
Organisasi oinas Perikanan ditetaJ)kan Pola Maksimal 

Passi 6 - • 

(1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan terdiri dari : 
a Kepala Dinas ; 
b: Sub Bagian Tata Usaha ; 
c. Seksi Produksi ; 
d. Seksi Penyuluhan ; 
e. Seksi Sumber Hayati ; 
f. Seksi Usaha Tani/ Nelayan 
g.SeksiPrasarana; 
h. Cabang Dinas ; · · 
i. Unit Pelaksana Teknis Dinas ; 
j. Kelompok jabatan Fungsional; . 1 • 

(2) Sub bagian Tata usaha terdiri dari 4 (empat) Urusan, sedangkan S k • 
Produksi, Seksi Sumber Hayati, Seksi Usaha Tani/ Nelayan dan Se/~ 
Prasarana masing-masing terdiri dari 4 ( empat ) Sub Seks. e 51 

Seksi penyuluhan terdiri dari 2 ( dua ) Sub Seksi . . 
1
'. adapun 

(3) Sub bagian Tata Usaha dan Seksi-seksi sebagaimana ditnaks d 
Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala y u ayat (2) 
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas . ang heracfa 

( 4) Bagan Organisasi Dinas Perikanan sebagaimana dimaJc:sud 
Pasal ini, adalah dalam Lampiran Peraturan Daerah ini 8Yat (1) 
bagian yang tak terpisahkan . · tneruPakari 
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Bagian Kedua 
Kepala Dinas 

Pasal 7 

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini. 

Bagian Ketiga 
Sub Bagian Tata Usaha 

Pasal 8 

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan perencanaan 
kepegawaian,keuangan clan urusan umum. · 

· Pasal 9 

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 8 Peraturan 
Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fimgsi ~ 

a penyiapan bahan penyusunan rencana, program clan· pelaporan 
serta pembinaan organisasi dan tatalaksana; 

b. penyiapan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian ; 
c. penyiapan bahan_ pengelolaan admiriistrasi keuang~ ; 
d penyiapan bahan pengurusan perlengkapan, rumah tangga dan 

surat menyurat. 

Pasal 10 

(1) Sub bagian Tata Usaha terdiri dari: 
a Urusan Perencanaan ; 
b. Urusan Kepegawaian ; 
c. Urusan Keuangan ; 
d. Urusan Umum ; 

(2) Urusan-urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, 
~asing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang· berada 
d1bawah clan bertanggung jawab kepada Kepala Sub B . T t 
Usaha. . agian a a 
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Pasal 11 

(I) Urusan Perencanaan m~punyai tug~ _melak_sanakan Pen&uin. 
pulan, analisis dan penyaJtan data slatistik ~erikanan, penyiapan 
bahan rumusan rencana dan pro~, pen~ia~~ ~ahan laporan 
dinas serta penyiapan bahan pembmaan, orgarusas1 dan tata1a1c .. 

sana. 
(l) urusan Kepegawaian mempunyai · tugas melaksanakan penyiapan 

bahan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, mutasi 
pegawai serta tata usaha kepegawaian . 

(3) Urusan Keuangan tnenipunyai tugas m·elaksanakan penyiapan 
bahan rencana angg~ pendapatan dan belanja clinas, 
pembukuan, perhitungan anggaran dan veri.fikasi, serta mengurus 
perbendaharaan . 

4. U~an Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan 
surat-menyunit dan kearsipan serta urusan rumah tangga dan 
perlengkapan. 

Bagia~ kee~pat 
Seksi Produksi 

Passi 12 

.s~~i Pro~uksi m~~unyai ~~ m_el~sanakan sebagian tugas pokok, 
Dmas Perikanan di b1dang pembmaan dan produksi perika- nan. 

Pasal 13 · · 

Untuk ~~yel~ggarakan tugas tersebut pada Pasal 12 Peraturan 
Daerah llll, Seks1 produksi mempunyai fungsi : · . 
a pelaksanaan inventarisasi, identifikasi clan . . 

bingan pengadaan dan pem,. .. c. anal1s1s kebutuhan, bim 
cuu.aatan serta Verifik . d .. 

lapangan atas mutu sarana produk . . as1 an penguJtan 
s1 Perikanan . 

b. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi , . . 
bangan clan pengendalian penangkapan ikan ~~b~aan, pengem-
elaks · · · · ipenuran umum · c. P anaan mventarisas1, 1dentifikasi, pemb. , 

clan pengendalian budi daya ikan ; maan pengembangan 

d. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan 
b · b. PenY1Jsun im 1ngan penerapan pola produksi perikanan. an serta 
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Pasal 14 

. proc1ukSi terdiri dari: 
, (I) sekS1 s 1,L!i sarana Produksi; . . 

sub eiw . ik . 
a. ub sekSi Budidaya ~' . 
b.: b sek,si penangkapan ikan; 
c. s~ seksi Pengembangan Produksi. 

2 
~b seksi-~ub ~~i . sebagaimana dimaksud_ ayat (I) Pas&! ini 

( ) 
111

asing-masmg d1ptmpm oleh seorang Kepala yang berada dibawah · 
dan bert3Dggung jawab kepada Kepala Seksi Produksi. . .. . 

· Pasal 15 . . . ' 

(I) Sub· Seksi Sarana Produksi mempwiyai tugas melalaikan. inven­
tarisasi, identifikasi dan analisis kebutuhan ,bimbingan pengadaan dan 
pemanfaatan sarana produksi serta verifikas~ dan pengujian lapang~ 
atas mutu sarana produksi perikanan. · · · 

(2) Sub Seksi Budidaya ~an mempunyai tugas_ melakukan inventarisasi; 
identifikasi, pengembangan dan pengendalian budidaya ikan ~ 
bimbingan penerapan teknologf anjuran di bidang budidaya. · . . . 

(3) Sub Seksi Penangkapan . ikan. inempunyai tugas melakukan 
inventarisasi, -identifikasi, peinbiriaan, pengembangan clan pengen­
dalian penangkapan ikan serta bimbingan penerapan teknologi anj~ . 
di bidang penangkapan ikan. . . 

( 4) Sub Seksi Pengembangan Produksi mempunyai tugas melakukan 
inventarlsasi, identifikasi dan penyusunan pola pengembangan pro-
duksi perikanan serta bimbingan penerapannya. 

Bagian Kelima 
Seksi Peyuluhan 

Pasal 16 

S ksi peyuluhan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas 
;kok Dinas Perikanan di bldang peyuluhan perikanan. 
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Pasal 17 

Untuk menyeJenggarakan tugas pokok !ersebu_t pada Pasai 16 p 
Daerah ini, Seksi Penyu1uhan mempunym fungs1 : Ct'afuran 
a penyiapan clan pel~ program, ~etode clan sistem kerja 

Juhan serta rekayasa s0s1al dan ekonom1 ; l>en~ 

b. perencanaan, pendayagunaan dan bimbingan ketenagaan Pen}'U}\Jhan . 
c. pembinaan dan peng~bangan kelembagaan petani/nelayan ; ' 

d. perencanaan dan pengadaan, pengelolaan clan bimbingan J>enda. 
yagunaan sarana penyuluhan ; 

e. perencanaan, pengadaan, pengolahan dan bimbingan pengembang·an· 
materi penyuluhan; . . . , 

Pasal 18 . · 

(1) ·seksi Penyuluhan terdiri dari: 
a Sub Seksi Tata Penyuluhan ; 
b. Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana; , 

(2) Sub Seksi - sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) PasaJ ini, 
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah 
clan bertanggungjawab kepada Kepala.Seks_i Penyuluban ... 

Passi 19 

(I) Sub Seksi Tata Penyuluban mempunyai tugas memberikan pelayanan 
teknis dan adroinistrasi kepada · para _penyuluh perikanan dalam 
penyusunan dan pelaksanaan program penyuluban, penerapan metode 
dan sistemkerja penyuluh identifikasi faktor penentu, rekayasa sosial 
clan ekonomi, pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan serta supervisi 
pelaksanaan penyuluhan. 

(2) S~b Seksi Kelembagaan, · Tenaga clan Sarana mempunyai tugas 
menyusun rencana kebutuhan clan mendayagunakan tenaga penyuluh, 
merencanakan, mengadakan clan merigelo1a · sarana penyuluban, 
memperbanyak dan menyebarkan materi penyuluh serta memberikan 
pelayanan teknis clan adm inistrasi kepada para penyuluh daJam 
pembinaan clan peng~bangan kelembagaan tani, menyelenggarakan 
kursus-kursus tani, penggunaan sarana penyuJuhan clan perumusan serta 
penyiapan· materi penyuluhan · 
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Bagian Keenam 
Seksl Sumber Hayati 

Pasal 20 

Seksi Sumber Hayati mempunyai tugas melaksanakan sebagaian 
tugas pokok Dinas Perikanan di bidang. pembinaan sumber hayati 

perikanan. 

Pasal 21 

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 20 Peraturan 
Daerah ini, Seksi Sumber Hayati mempwiyai ftmgsi : · 
a penginventarisasian, pengidentifikasian, pengana1isaan perhi­

tungan dan pemetaan potensi budidaya ikan di perairan umum, 
sungai, waduk, rawa clan genangan air lainnya serta perhitungan 
dan pemetaan potensi lahan budidaya ; 

b. penyusunan petunjuk ope~io~al pengawasan penangkapan ikan, 
· memantau, mengevaluasi clan memberikan bimbingail pelak­
sanaan pengawasan penan~apan i~an ; 

' 
c. pembimbingan ~okasi clan peng~dalian pemafaatan sumber daya 

ikan di air tawar ~ air payau ; 
d penginventarisasian, pengidentifikasian dan pembimbingan 

operasional perlindungan sumber daya ikan dan lingkungan yang 
meliputi pencegahan, rehabilitasi, pemberantasan penyakit, 
konservasi sumber daya ikan kritis clan langka serta pencegahan 
danpenanpanganpencemaranperairan; 

Pasal 22 · . 
(!) Seksi Sumber Hayati terdiri dari: 

a. Sub Seksi ld~tifikasi Sumber Daya Ikan ; 
b. Sub Seksi Pengawasan Penangkapan Ilcan ; 
c. Sub Seksi Pengendalian Budidaya Ilcan ; 
d. Sub Seksi Perlindungan Swnber Daya Ikan dan Lingkungan ; 

(2) Sub Seksi-sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, 
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di 
bawah clan bertanggung jawab kepada Kepala S~si Sumber 
Hayati. 
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Passi 23 

) s b Seksi Identifikasi sumberda~a ~an mempunyaj tugas 
(I u taJcsanakan inventarisasi, idenbfikas1 dan analisis sC!ta 

m~tungan dan pemetaan potensi budidaya ik!ID di Perairan 
pe danau, sungai waduk, rawa clan genangan air lainnya se,..ft 
wnum, ' · lahan b dida • ~ perhitungan clan pemetaan potens1 u ya. 

(2) Sub Seksi Pengawasan Penangkapan Ikan mempunyai tugas 
menyusun petunjuk operasional p~gawas_an ~enangkap~ ikan, 
memantau, mengevaluasi, memberikan bunbmgan- pelaksanaan 
pengawasan penangkapan ikan di perairan umwn. 

(3) Sub Seksi Pengendalian Budidaya Ilcan mempunyai tugas · I 
melakukan bimbingan alokasi clan pengendalian . pemanfaatan 
sumber budidaya ikan . 

( 4) Sub Seksi P~lindungan Sumber Daya 1lcan dan Lingkungan 
mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan 
bimbingnan operasional perlindungan sumber daya ikan dan 
lingkungan yang meliputl pencegahan serta pemberantasan hama 
penyakit, konservasi dan rehabilitasi ~ber daya ikan kritis serta 
langka serta pencegaban dan penanggulangan p~cegahan 
nP.ncemaran • . r~ peramm . 

Bagian Ketujuh · 
Seksi Usaha Tani/Nelayan · 

Pua124 
... 

Seksi Usaha Tani/ Nelayan mempunyai tu . 
tugas Dinas Perikanan di bidang pemb. gas melaksanakan sebagian 

iosan usaha tani/nelayan . 

Pual25 . . 
Untuk menyelenggarakan tugas terseb t · . 
Daerah ini, Seksi Usaha Tani/Nelayan mu pacfa ~asat 24 Peraturan 

. empunyai fi,n_ • 
a penganahsaan usaha petani / nelay b ·~s1 : . an, itnbin 

pengelolaan dan kerJa sama usaba Pfflkanan . gan PennodaJan 
b pel~y~ clan pe~awasan perijinan ~ . _ 

meliputi pelayanan infomiasi perijinan, prosed~ y~ 
. dan ~ta<?ara . 
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obonan ijin usaha serta pemantauan pel~ln•---. . .. 
~ ; -.-ulil1l IJID usaba 
peinbiinbingan teknologi penanganan clan pengolahan h . . . 

t peinbinaan dan pengawasan mutu yang meliputi mA..1. asil ~ 
prosedur dan metode pengujian ; ~ Pa ~UA, tenaga, sarana, 

d. pembimbingan dan pengembangan pemasaran . . · 
111eliputi analisis pasar, petnantahuan dan basil ~erikanan yang 
serta promosi basil perikanan untuk peny~baran informasi pasar 
negeri. Pemasaran di dalam maupun di,Juar · 

Pasat 26 
(l) Seksi Us,aha Tani/ Nelayan terdiri cfari . 

a. Sub _Seksi Pembinaan Usaba ; . . 
b. Sub Seksi Perijinan Usaha . . 
c. Sub Seksi Pengolahan dan Pembinaan Mutu . 
cl Sub Seksi Pemasaran. ' · 

(2) Sub. Seksi-~b ~~i . sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, 
masmg-masmg dipunpm oleh seorang Kepala yang berada di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Usaha Tarii /Nelayan . · 

. . . . . . . 

Pasal 27 
(1) Sub Seksi Pembinaan · Usaha mempunyai iugas melakukan analisis 

uevtha petani /nelay~ bimbingan permodalan, pengeJoJaan clan kerj~ 
sama u.c;aba perikanan. 

(2) Sub Seksi Perijinan Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan dan 
pengawasan perijinan usaha perikanan yang meliputi pelayanan 
infonnasi perijinan, prosedur dan tatacara pennohanan ijin usaba serta 

pemantauan pelaksanaan perijinan Usahaperikanan. 
(3) sub Seksi Pengolahan dan Pernbinaan Mutu mempunyai tugas 

melaJcukan bimbingan teicnologi penanganan dan pengolahan basil 
erik~ pembinaan dan pengawasan mutu yang meJiputi produk, 

- P. aga, sarana, prosedur dan metode pengujian serta unit pengo1ahan 
ten ---=""'- . . b.3Sil pc;i lAAl-lan . . • 

Seksi Pemasaran mempunyai tugas melakukan b1m~mgan dan 
( 4) ~ge111bangan pemasaran basil perikanan yang meliputi analisis pasar, 
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dan penyebaran informasi pasar serta Prom . ftP.rtlantauan ·c1a1 dil · 0s1 ~ .. _. 
~ untuk pemasaran di am maupWl uar negeri. =u 

Bagian Kedelapan 
seksi Prasarana 

Pasal 28 

S k . Prasarim mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pok k e SI • eri.k 0 
Dinas Perikanan di bidang pemb1naan prasrana P anan dan Petnukiman 
ne1ayan / petani ikan . 

Pasal 29 

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 28 peraturan Daerah 
ini; Seksi Prasarana mempunyai fungsi : 
a penginvetarisasian, pengidentifikasian, perancangan clan skala prioritas 

pembangunan, pengembangan clan rehabi)itasi prasarana penangkapan 
ikan dan sarana kelengkapannya serta bimbingan dan pengawasan 
pelaksansannya ; 

b. perumusan pengembangan clan pembinaan pola tata operasional, 
tatalaksana, jasa perikanan dan pangkalan pendaratan ~ ; 

c. penginventarisasian, pengindenti.fikasian dan perancangan pemba­
ngunan, pengembangan dan rehabilitasi prasarana budi daya serta 
kelengkapannya dan merumuskan pola tatalaksana pengolahan nya ; 

d penginventarisasian, pengidentifikasian <;Ian penyuswian rencana 
pembangunan, ·pengembangan dan rehabilitasi serta pembinaan 
pemukiman nelayan /petani ikan dan lingkwigannya . ., 

Pasal 30 

(1) Seksi Prasarana terdiri dari: 
a. Sub Seksi Prasarana Penangkapan; 
b. Sub Seksi Tata Operasional PangkaJan Pendaratan Ilcan; 
c. Sub Seksi Prasarana Budidaya ; 
d Sub Seksi Lingkungan Pemukiman Nelayan /Petani Ilcan . 

(2) Sub. Seksi-sub seksi sebagaimana dimaksud ayat ( 1) Pasal ini, 
masmg-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Prasarana . 
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Pasal 31 

(1) Sub Seksi Prasarana penangkapan mempunyai tugas melakukan 
inventarisasi, identifikasi, menyic1pkan rancangan clan skala 
prioritas pembangwian, pengembangan dan rehabilitasi prasarana 

, penangkapan ikan dan sarana kelengkapannya serta 

pengawasannya . 

(2) sub Seksi Tata Operasional Pangk~lan Pendaratan Ikan 
mempunyai tugas merumuskan, membina dan mengembangkan 
pola tata operasional dan tata laksana serta jasa pengusahaan 
pangkalan pendaratan ikan . 

(3) Sub -Seksi Prasarana budidaya . mempunyai tugas melakukan . 
inventarisasi, identifikasi serta menyusun rancangan pemba­
ngunan, pengembangan dan rehabilitasi prasarana bucli daya dan 
sarana kelengkapannya serta merumuskan petunjuk teknis pengo­
lahannya. 

( 4) Sub Seksi Lingkungan Pemukiman Nelayan/Petani Ikan mem­
punyai tugas melakuk~ inventarisasi, identifikasi, serta menyu­
sun rancangan pembangunan, pengembangan clan rehabilitasi serta 
pembinaan pemukiman nelayan/petani ikan dan ling- kungannya . 

Bagian Kesembilan 
Cabang Dinas 

Pasal 32 

Cabang pinas dibentuk berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh 
Menteri Dalam Negeri. 

Bagian Kesepuluh 
Unit Pelaksana Teknis Dinas 

Pasal 33 

(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai kedudukan sehagai 
I 

unsur pelaksana teknis operasional Dinas Perikanan . 
. (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang 

berada diba~ah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 
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Pasal 34 

. aksana r eknis Dinas di bentuk berdasarkan krit . 
~ r;!tapkan oleh Menteri Dalam Negeri . etia Yaiig 

Bagian Kesebelas . 
K lompok Jabatan Fungs1onal 

e Pasal 35 ,,. 

(l) Kelompok jabatan Fungsional ~ lingkun_gan ?inas Perik 
roempunyai ~g~ m~Iakukan kegiatan tekrus perikanan di bi:; 
keahlian masmg-masmg · 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana ter_sebut pa~ ayat (1) 
Pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungs1onal seruor selaku 
ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Dinas dan atau Kepala Unit Pelaksana Teknis 
Dinas yang bersangkutan . · 

Pasal 36 

(1) Kelompok Jabatau . Fungsional dapat dibagi dalam Sub-sub 
Kelompok sesuai dengan kebutuhan clan masing-masing dipimpin 
oleh tenaga fungsional senior . 

(2) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis clan · 
beban kerja · 

(3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan 
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. . 

BAB IV · 
TATAKERJA 

Pasal 37 
Dalam melaksanakan tugasn a . -
Teknis Dinas, Kelompok Jaba~ FDmas_ Perikanan, Unit Pe]aksana 
menerapkan prinsip koordinas· . ungSi~nal clan Cabang Dinas wajib 
lingkun . i, mtegras1 dan . . 

gan masmg-masing maupun Sink:rorusasi baik dalam 
dengan tugas masing-masing. . antara satuan organisasi sesuai 
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Pasal 38 

(1) Kepala Dinas ~am melaksanakan . tugasnya berdasarkan kebi­
jaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah . 

(2) Kepala Dinas di wajibkan memberikan petuniuk b. 
b. b . clan ~ ' mem ma, 

mem un ing mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu d 
pelaksana yang berada dalam lingktmgan dinasnya . · an 

BABV 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 39 

Jenjang jabatan · dan kepangkatan serta susunan · kepegawaian diatur 
kemudian sesuai dengan ketentuan peratw-an perundang-undangan yang 
berJaku. 

. ' 

:. Pasal 40 

Hal-hal yang belwn diatur dalam Peratman Daerah ini akan diatur lebih 
lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya. 

Pasal 41 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini . maka Peraturan Daerah 
· Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 11 Tahun 1981 tentang 
Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan Kabupaten Daerah 
Tingkat II Sukoharjo dinyatakan ~dak berlaku lagi. 

BABVI 
PENUTUP 

Pasal 42 

Peraturan daerah ini muJai berlaku pada tanggal diundangkan .• 
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengun­
dangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Datrah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo . 

• J .. 

Ditetapkan di Sukoharjo 
Pada Tanggal 5 JW:U 1995 
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W .lll'ILAN .RAKYAT DAERAB 
DEWAN PER ~ 

BUPATI KEPALA DAEJt.uI 
. llNc~ 

SUKOIIAR.Jo ln 

' ..., 

. - ' 

KABUPATEN DAERAB TINGKAT a 
. SUKOHAR JO . 

ttd ttd 

. , 

SOEBENI Ir. TEDJO SUMINTo 

.. 
ii' 

DISAHKAN 
Dengan Keputusan Gubemur 

. . . Kepala Daerah Tingkat I . 
Jawa Tengah 

Tanggal: 12 Oktober 1995 No. 188.3/300/1995 
An. SEKRET ARIS WILA Y AH/DAERAH TING KAT I 

JAWA TENGAH 

.. ,, .. 

J ; .. • ~ 

Kepal?,.Biro Hukum 
Ymt 

ttd . . 

DIAH ANGNGRAENI, SH 
· · NIP. 500.056.003 

Kabag hukum Daerah Bawah~ 
. 

, . . 

Diundangkan dalam Le~baran Daerah 
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukohar· 

Nomor : 5 Tahun 1996 Seri D No. 5 J~ ' . 
· Pada tanggal : kosong 

Sekretaris Wilayah / Daerah 

t t d 

Drs, SRI HARDONO 
Pembina Tingkat I 
NIP. 010 071 319 

' . . 
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